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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
: PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 521.25/ 48 /Kpts/ Distanhortbun/2021

_ TENTANG
PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN KAWASAN CABAI
TAHUN ANGGARAN 2021DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
: KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang . a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan
Sayuran dan Tanaman Obat fasilitasi bantuan kawasan
kepada petani di Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan
Calon Petani dan Calon Lokasi pelaksana kegiatan kawasan
cabai TA 2021;

b. bahwa dengan keterbatasan APBD Kabupaten dipertukan
bantuan dari APBN Pusat untuk peningkatan produksi
tanaman hortikultura, yang usulan penerima bantuan periu
ditunjuk untuk diproses lebih lanjut

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurufa dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan  Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan.

Mengingat . 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1092 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;

3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tshun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pernerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614};
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun
Anggaran 2020 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian
Pertanian Tahun 2018;

Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura Tahun 2020 Direktorat Buah dan Florikultura
Kementerian Pertanian Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Strukiural Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan. ‘

MEMUTUSKAN :

Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Fasilitasi Bantuan
Kawasan cabai kepada Petani Kegiatan Sayuran dan Tanaman Obat
TA 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terdapat pada
lampiran keputusan ini;

Kelompok yang di CPCL, telah dilakukan verifikasi dan layak
diusulkan sebagai penerima fasilitasi bantuan kawasan melalui
DIPA Pusat Dirjen Sayuran dan Tanaman Obat Kementan RI
TA 2021;

1B



KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 Maret 2021

NIP. 1976 190803 1 001

Tembusan d@ sampaikan kepada Yth :

1. .Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Bapak Kepala Distanhortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip
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